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MOTTO:

“jika Allah menolong kamu,maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu;
jika Allah membiarkan kamu(tidak memberi pertolongan), maka siapakah
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena
itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal” (QS.Ali
Imran/3:160)

»Jika sore tibajanganlah tunggu waktu pagijika pagi tiba,jangan tunggu waktu
sore.Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan

masa hidupmu sebelum tiba ajalmu”.(Umar bin Khattab).

“Jika kamu percaya bahwa kamu mampu meraih semua mimpimu, maka teruslah

berusaha. Keberhasilan akan memberimu kebahagiaan yang tak ternilai”

Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk
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Ayah dan Ibuku Tercinta
Saudaraku tersayang
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KATA PENGANTAR

Bismilahirohmanirohim,

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya
Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “KEDUDUKAN DAN
PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN
UDARA NEGARA INDONESIA “.

Pada kesempatan ini penulis membahas tentang Bagaimana Negara harus
mengatur fungsi dan perannya karna adanya tersebut, serta sebuah negara yang
besar seperti Indonesia ini harusnya bertindak dapat melindungi dan menjaga
kedaulatan Negaranya dari berbagai macam pelanggaran terhadap kedaulatan di
wilayah udaranya, sebuah Negara seperti Indonesia haruslah mampu mencakupi
kemampuannya dalam menjalankan kedaulatan dan pengaturan untuk berada atas
otoritasnya, bukan dengan menyerahkan baik secara de jure bahkan mungkin secara
de pacto kepada negara lain, akan sangat banyak dampak yang ditimbulkan baik
secara hukum, social, politik, maupun bidang lainnya yang jelas-jelas akan
merugikan Negara Indonesia sendiri bahkan Pertahanan dan keamanan negara akan
terganggu stabilitas dan eksistensinya.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pada Kesempatan kali ini Penulis

ingin berterimakasih kepada Bapak H. Syahmin AK, SHMH Selaku pembimbing
v



utama dan Akhmad Idris, SH.,MH selaku Pembimbing Pembantu yang telah
memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,
didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian
materi muatan maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan
senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat
bagi penulis dalam tulisan — tulisan ilmiah yang akan dating.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Amin.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Januari 2014
Penulis

(Muhamad Arifin)
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ABSTRAK

Nama : Muhamad Arifin
Nim : 02091001080

Judul Skripsi :Kedudukan dan Pengaturan Hukum Udara Nasional terkait
Kedaulatan Udara Negara Indonesia.

Kata kunci : Kedudukan,Pengaturan, Kedaulatan Negara.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana kedudukan kedaulatan Negara
Indoneisa yang dilihat secara vertikal dan secara horizontal, bagaimana sebuah
negara yang besar seperti Indonesia ini mengatur wilayah udaranya agar dapat
melindungi dan menjaga kedaulatan udara Negaranya dari berbagai macam
pelanggaran terhadap kedaulatan di wilayah udaranya. Sebuah Negara seperti
Indonesia haruslah mampu mengatur wilayah udara yang berada atas otoritasnya,
pengaturan hukum nasional haruslah secara terperinci menjelaskan mengenai batas
wilayah kedaulatan udara Indonesia karena belum ada pengertian yang jelas di
dalam hukum nasional maupun hukum internasional tentang batasan ketinggian
suatu pesawat yang melintasi kedaulatan udara negara yang dalam hal ini diatur
dalam Konvensi Chicago 1944. Pengaturan mengenai kedaulatan tersebut
membutuhkan SDM yang berkualitas serta dukungan infrastruktur teknologi yang
canggih agar dapat mengatur dan mengawasi kedaulatan udara agar tidak tertinggal
dalam pengawasan di wilayah ruang udara dari negara lain.

xiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai batasan-batasan kedaulatan wilayah masing-masing
untuk menunjukan kekuasaan negara tersebut. Batasan-batasan tersebut merupakan
kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Kedaulatan wilayah tersebut berupa
wilayah laut, darat dan udara. Setiap negara memiliki wilayah yang berbeda-beda,
ada yang memiliki wilayah dua dimensi dan ada juga memiliki wilayah tiga dimensi.
Wilayah dua dimensi tersebut merupakan wilayah yang terdiri dari darat dan udara
saja. Wialayah yang tidak memiliki perairan (laut) disebut sebagai negara tertutup
(Laﬁdlocked State), seperti Laos, Kamboja, Swiss, Australia, Kazakstan dan
sebagainya.! Wilayah negara Indonesia merupakan wilayah tiga dimensi karena
Indonesia memiliki wilayah perairan (laut).

Dalam literatur Ilmu Negara banyak membahas mengenai unsur-unsur
berdirinya suatu negara yaitu, wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.
Wilayah tersebut tidak hanya mengenai batasan wilayah darat, tetapi mengenai laut
dan udara juga. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Pasal 1 Konvensi Paris

1919 secara tegas menyatakan: Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap

1 - = N
Prof,Dr,E,Saefullah Wiradpradja.Wilayah udara negara (State Air Territorry) ditinjau dari

segi hukum internasional dan Nasional indonesia.jumal hukum internasi
2009.Hlm 498 : masional volume 6 nomord.tahun

1



Negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di
atas wilayahnya. Konevensi Chicago 1944 mengambil secara integral prinsip yang
terdapat dalam Konvensi Paris 1919.2

Untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum udara, maka para ahli hukum
menggali hukum-hukum lama yang pernah berlaku yang berhubungan dengan ruang
udara dan akhirnya diketemukannya suatu maxim (ketentuan lama) yang berlaku
pada jaman Romawi yang menyebutkan “Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum Et
Ad Infinitum” yang dapat diartikan “barang siapa memiliki sebidang tanah, maka juga
memiliki pula apa yang ada diatasnya dan juga yang ada dibawahnya serta tidak
terbatas” .Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan diterima oleh negara
anggota Konvensi Chicago 1944 terus ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah
pusat bumi sepanjang dapat dieksploitasi.®

Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagian besar negara di dunia ,termasuk
Indonesia , telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 (Convention on International
Civil Aviation) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki

kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya , dan

tidak dikenal adanya hak lintas damai.

? Syahmin,ak,dkk, Hukum udara dan luar angkasa.unsri press. tahun 2012. Him 23

* DR.H.K. Martono, S.H., L.LM., Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional PT

Raja Grafindo Persada:Jakarta.tahun 2007. Him 19.



Ketika negara lain ingin melintasi ruang udara dalam negara kolong atau
negara yang akan dilintasi ruang udaranya, maka negara tersebut harus memiliki izin
terlebih dahulu dari begara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan
penerbangan sipil berjadwal yang melintas di udara negara tersebut serta untuk
mencegah terjadinya kecelakaan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Pengaturan
tentang masalah keamanan penerbangan sipil tersebut telah diatur dalam Undang-
undang Nomor | Tahun 2009 tentang Penerbangan.”

Mengenai kepemilikan ruang udara ini, sekitar tahun 1913 muncul dua teori ,
yaitu The Air Freedom Theory and The Air Sovereignty Theory . Teori pertama
menyatakan , bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (by its
nature is free) . Teori yang pertama ini dapat dikelompokan menjadi :

a. Kebebasan ruang udara tanpa batas

b. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong, dan

c. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah terretorial di
daerah dimana hak -hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan®

Sebelum menguraikan mengenai hak lintas, maka terlebih dahulu akan

diuraikan tentang pengertian lintas itu sendiri . Pengertian lintas sebenarnya sudah

/
! Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. V4

5
Masalah kedaulatan negara di ruang udara kaitannya dengan hak li
chicago 1944, http:/Klinikhukum.wordpress.com/200 /o);;/l T berdsaran Konvensi




dikenal dalam Hukum Laut, dimana dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Konvensi Hukum

Laut 1982,° disebutkan :

1) Lintas berarti navigasi melalui laut territorial untuk keperluan : melewati laut
tanpa melintasi perairan pedalaman, atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut
atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlaku ke atau dari
perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh ditengah laut atau fasilitas
pelabuhan tersebut.

2) Lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun demikian
lintas mencakup berhenti dan buang jangkar , tetapi hanya sepanjang hal tersebut
berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force mejeure
atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal
ataun pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Sedangkan pengertian lintas dalam Hukum Udara , yaitu suatu penertian yang
ada dalam dunia penerbangan , baik dilakukan oleh pesawat udara sipil , maupun
pesawat udara negara .

Jadi pengertian lintas disini ialah suatu pengertian umum yang dialami dalam
dunia penerbangan dan apabila hal ini dipersolakan, akan memiliki hubungan yang
erat dengann masalah kedaulatan negara di ruang udara. Oleh karena itu, dalam

membahas masalah lintas, kita tidak dapat lepas dari masalah kedaulatan negara

® Lihat Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.



diruang udara, sebab akan dilhat nanti ialah apakah setiap alat penerbangan dapat
dengan bebas melintasi wilayah udara negara asing, ataukah ada pembatasan tertentu.

Penjelasan hak lintas batas dalam Hukum Udara dapat ditemukan dalam Pasal
5 dan 6 Konvensi Chicago 19447 yang mengatur tentang penerbangan tidak berjadwal
(non scheduled flight) dan penerbangan berjadwal (scheduled flight), serta dalam
International Air Service Transit Agreement dan International Air Transport
Agreement tanggal 7 Desember 1944.

Dari semua hal tentang kedaulatan dan pengaturan yang sudah ada saat ini,
masih banyak sekali masalah-masalah yang timbul seperti masuknya pesawat asing
tanpa izin yang melintasi wilayah udara Indonesia sampai kecelakaan pesawat yang
sering sekali terjadi di Indonesia baik itu pesawat sipil maupun pesawat TNI.

Masalah mengenai penerbangan gelap (black flight) yang terjadi di wilayah
udara Indonesia seperti ketika 3 pesawat F-16 TNI AU berhasil mendeteksi
penerbangan ilegal 5 pesawat F-18 Hornet kepunyaan Angkatan Laut Amerika
Serikat yang melakukan penerbangan dan bermanuver di perairan Bawean,Jawa
Timur pada tanggal 2 Juli 2003.

Selain itu juga ada kasus Pakistan International Airlines, TNI AU Bambang
Samudero (Kepala Dinas Penerangan) mengatakan bahwa Pakistan International
Airlines (PIA) tanpa memiliki izin resmi untuk melintas dan memasuki wilayah udara

nasional Indonesia. Penerbangan PIA itu langsung di forcedown oleh jet tempur

? Lihat Pasal 5 dan 6 Konvensi Chicago 1944



milik TNI AU karena penerbangan PIA telah melanggar wilayah udara kedaulatan
Indonesia.

Jika hubungan suatu negara dengan negara yang dilanggar kedaulatannya itu
tidak baik, maka pelanggaran atas ruang udara suatu negara tersebut dapat
menimbulkan hak-hak yang sangat tidak diinginkannya seperti dilakukan eksekusi
terhadap pesawat yang melakukan pelanggaran itu. Banyak sekali kasus-kasus
pesawat sipil yang ditembak jatuh dan menimbulkan korban yang sama sekali tidak
bersalah atau melakukan kesalahan apapun. Seperti kasus penembakan pesawat sipil
korea selatan yang pada saat itu terbang dari Amerika Serikat dan tidak sengaja
melintasi wilayah Uni soviet (Rusia) dan kemudian pesawat sipil tersebut ditembak
jatuh karena dianggap pesawat Amerika Serikat yang melakukan mata-mata terhadap
wilayah pertahan Uni Soviet.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 53
Undang-Undang Nomor 15 Tahunl1992 yang di dalam pasal tersebut TNI-AU (
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) dapat melakukan pemaksaan terhadap
pesawat udara sipil yang melanggar untuk mendarat di bandara yang telah ditunjuk.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganggap perlu adanya bahasan
bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur udara di Indonesia, maka penulis ingin
menyampaikan  proposal skripsi dengan judul “KEDUDUKAN DAN
PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN
UDARA NEGARA INDONESIA” yang menurut penulis sangat menarik untuk

dibahas dan dikaji sebagai bahan bacaan dan refensi.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut terdapat rumusan pokok permasalahan sebagai
berikut:
1) Bagaimanakah kedudukan kedaulatan udara Indonesia?
2) Bagaimana Pengaturan hukum udara mengenai kedaulatan di wilayah
udara Negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang masalah yang dihadapi
Indonesia di dunia Internasional mengenai Kedaulatan Udara.

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang pengaturan hukum udara di

wilayah NKRI.




D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan skripsi ini adalah dapat
mengetahui dan melihat masalah “Lemahnya kedaulatan di wilayah udara
Indonesia” secara mendalam . Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa

segi, yaitu :

1. Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pengetahuan, khususnya mengenai “Pengatturan hukum udara nasional
terkait lemahnya kedaulatan udara Indonesia” , dan serta diharapkan agar
penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari.

2. Secara Praktis, Diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan
pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada
umumnya, dan Mahasiswa Kekhususan Hukum Internasional pada
khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai

bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.



E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang terdapat di dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai
kaidah atau norma dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum yang
berkaitan dengan topik kajian skripsi ini.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data sekunder , yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun
data yang telah diolah terlebih dahului yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
b. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer : dalam penulisan ini bahan hukum primer
yang digunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-
buku, jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah
hukum, konvensi-konvensi Internasional yang terkait, Undang-
undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan
pokok permasalahan.
b. Bahan Hukum Sekunder : bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer , dengan cara menelusuri bahan-
bahan literature yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil

penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-
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buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari
perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas  Sriwijaya,
Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Daerah Sumatera
Selatan, dan juga data- data yang berasal dari berbagai situs Internet.
c. Bahan Hukum Tersier : Bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus (hukum).

3. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data bias dilakukan melalui study kepustakaan terhadap
data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah kedaulatan dan
pengaturan udara di Indonesia serta mempelajari dokumen-dokumen hukum

nasional dan internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif , yaitu
menganalisis data yang berupa keterangan - keterangan dan bahan - bahan
tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara
deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data yang mempunyai bobot
dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

G. Ruang Lingkup

Dengan semua keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis
serta mengingat bahwa jangkuan hukum internasional sangatlah luas, jadi
penulis penulis memberikan batasan ruang lingkup menenai pengaturan
hukum udara nasional terkait lemahnya kedaulatan negara Indonesia, agar

skripsi ini tidak menyimpang dan melebar jauh dari pembahasan.
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